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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan
pelaksanaan prinsip differensiasi fungsional dalam Lingkungan Peradilan
Umum dengan Lingkungan Peradilan Militer, maka dapat disimpulkan bahwa
pada dasarnya prinsip differensiasi fungsional juga diterapkan dalam
lingkungan Peradilan Militer meskipun tidak sepenuhnya sama dengan
lingkungan Peradilan Umum. Penyidik di lingkungan Peradilan Militer tidak
mempunyai kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penuntut
umum (oditur militer), sebab pengawasan dilakukan langsung oleh PAPERA
disamping juga sering terkendala oleh struktur kepangkatan, hal tersebut
tentunya bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum (equality before
the law) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Bentuk kontrol yang dilakukan
oleh penyidik dalam lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Pasal 80
KUHAP, sedangkan bentuk kontrol yang dilakukan PAPERA kepada Oditur
selaku penuntut umum ditegaskan dalam Pasal 123 Undang-Undang Peradilan
Militer.
B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan Perbedaan

Pelaksanaan Prinsip Differensiasi Fungsional Dalam Lingkungan Peradilan

Umum Dengan Lingkungan Peradilan Militer yaitu:
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1. Merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
mengenai kewenangan dari ANKUM maupun PAPERA dalam hal
penyidikan maupun penyerahan perkara, guna meminimalisir keraguan
masayarakat mengenai penanganan kasus pidana dalam lingkungan
Peradilan Militer.

2. Perlu diadakannya pra peradilan dan pra penuntutan guna memberikan
jaminan kepastian hukum bagi terdakwa dan untuk membangun koordinasi
dan pengawasan yang baik antar instansi penegak hukum dalam lingkungan

Peradilan Militer.
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